SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 39 TAI-IUN_
2017 TENTANG PERATURAN ‘PELAKSANAAN' PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa schubungan dengan perubahan

Kemampuan Keuangan Daerah bagi Kabupaten
Lamongan dikelompokkan pada Kemampuan

" Keuangan  Daerah tinggi, dan dengan

ditetapkannya Peratiran Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018,
maka Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daecrah
Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peratutan Bupati Lamongan
Nomor 39 Tahun 2017 perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
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1950) sebagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
 Sistéem. Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negaraz Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256); .

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, - Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 42
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor® 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

12,

13.

14.

15.

16.

5714); - : _
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai Aaparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5740);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keudngan dan - Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

17.

Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
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beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan

- Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan

20.

21.

22.

23.

Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja ~Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 996);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 = tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan . dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067},

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2017 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

. Lamongan;

24.

29.

Peraturan Bupati Larnongan Nomor 39 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 39);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 Nomor 51).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN . DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN. '

Pasal 1

Bebera'pa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Nomor 39) diubah sebagai berikut : '

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut -
. Pasal 2

Kabupaten Lamongan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan
Keuangan Daerah Tinggi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berﬁunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, TKI untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua
DPRD. | |

(2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang
representasi Ketua DPRD.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut : '

Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
{(2) Besaran Tunjangan Perumahan _sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk :
a. Ketua DPRD sebesar Rp19 500.000, 00 (sembilan belas juta
lima ratus. ribu rupiah) per bulan. ' :
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rpl8. 500 000,00 (delapan belas
juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
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c. Anggota DPRD sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) per bulan.

4, Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Penganggaran Dana Operasional disusun secara kolektif oleh

Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar 6'(enam) kali dari uang representasi Ketua
DPRD; dan ‘

b. Wakil Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi
Wakal Ketua DPRD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

Diundangkan di Lamongan FADELI

pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 58

UHSIYANTO
NIP “1968’0‘114 198801 1 001




